ABSTRAK

IMAS UMMU SALAMAH . 2.216.11.036 . “ Kedudukan Hukum Ekonomi
Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Akad Pengelolaan Dana Calon Jamaah Haji”

Indonesia merupakan penduduk yang bermayoritas muslim, maka dari itu
Jama’ah yang mendaftar haji terus meningkat setiap tahun. Banyaknya jumlah
Jama’ah haji berimplikasi pada besarnya akumulasi dana penyelenggraan haji yang
berasal dari jumlah setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan
dana efisiensi penyelenggaraan haji, seperti pada tahun 2018 tercatat sebesar 105.00
trliun yang akan dikelola olen Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang No. 34 Tahun 2014.
Pengelolaan dana BPIH haruslah sesuai dengan prinsip Syari’ah, dan memiliki
kekuatan hukum terutama dari segi akad. Dan salahsatu rukun akad adalah
kesepakatan dari kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri, maka dalam hal ini
haruslah diketahui mengenai akad Jama’ah Haji atas pembayaran BPIH, meskipun
pada kenyataanya Jama’ah Haji akan mendapatkan manfaat atas pengelolaan dana
tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah substansi hukum,
Sosiologis Hukum dan Struktur Hukum mengenai akad pengelolaan dana haji
berdasarkan Hukum Ekonomi Syari’ah, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam
pelaksanaanya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normativ, yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan data primer yakni
undang undang tentang pengelolaan dana haji yang didukung dengan hasil studi
kepustakaan, dan informasi tekstual tentang pengelolaan haji olen BPKH, lalu
mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma norma dalam hukum islam.

Setelah dilakukan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa secara yuridis
pengelolaan dana calon Jama’ah Haji telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014,
namun dari segi akad, belum ada kepastian hukum, Adapun secara sosiologis telah
memenuhi asas keadilan, artinya bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang
pada kebenaran, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. terlihat dari
terpenuhinya hak dan kewajiban antara pemerintah dan jama’ah haji. Dan jika dilihat
dari kebiasaanya mengenai_hukum ‘mentransaksikan  (tasharruf) dana haji, penulis
menggunakan kaidah Fikih atau Ushul Fikih, kaidah-kaidah Tafsir yang sudah
masyhur, yakni mengunnakan giyas (analogi), mafhum muwafagah (pemahaman
affirmative) dan mafhum mukhalafah (pemahaman kontrari). Sedangkan secara
filosofis akad pengelolaan dana haji tersebut tentunya telah memberi manfaat kepada
calon jama’ah haji salahsatunya berupa penurunan ongkos haji, oprasional haji dan
virtual account. selain itu juga memberi peluang besar kepada perbankan syari’ah
untuk mengelola keungan haji secara optimal. Dengan demikian, akad dana calon
Jama’ah Haji secara yuridis belum memiliki kepastian hukum, namun secara
sosiologis dirasa telah adil dan bermanfaat besar bagi para Jamaah Haji, maka
menurut penulis pelaksanakan akad pengelolaan haji ini lebih mengandalkan
manfa’at tetapi kurang mempertimbangkan kepastian hukum.
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ABSTRACT

IMAS UMMU SALAMAH . 2.216.11.036 . Legal Position of Sharia Economy
Against Fund Management Agreement for Hajj

Indonesia is a Muslim majority population, therefore the number of pilgrims
registering Hajj continues to increase every year, The large number of pilgrims has
implications for the amount of accumulated funds the implementation of hajj which
comes from the initial deposit amount for the Cost of Hajj Pilgrimage, and the
efficiency of the pilgrimage efficiency as in 2018 there were 105.00 trillion to be
managed by the Hajj Financial Management Agency. As stated in Law No. 34 in
2014. BPIH fund management must be in accordance with sharia principles, and has
legal power especially in terms of the contract (agad). And one of the pillars of the
covenant is agreement from two binding parties, then in this case it must be known
about the Hajj contract for BPIH payments, despite the reality of the Hajj Pilgrims
will benefit from the management of these funds.

This study aims to analyze and examine the legal substance, Sociological
Law and Legal Structure about the pilgrimage management agreement under the
Syariah Economy Law thus having the force of law in its execution.

The method used in this research is normative juridical method namely
legal research conducted with using primary data materials namely the law on
managing hajj funds which is supported by the results of literature studies and textual
information about the management of hajj by BPKH, and then study the issues you
are researching based on norms in Islamic law.

After doing research can be concluded that juridical management of
prospective pilgrims funds has been regulated in Law No. 34 in 2014 but in terms of
contract management there is no legal certainty, As for sociologically has fulfilled the
principle of justice it means that the organization of the Hajj holds true, not in favor,
and not arbitrary. seen from the fulfillment of rights and obligations between the
government and pilgrims. And from the perspective of the legal system of pilgrimage
funds, the author uses the rules of Fikih or-Ushul Fikih, the rules of Tafsir which are
well known, namely using analogy, affirmative understanding and contra
understanding. While philosophically “ Hajj fund management has benefited
prospective pilgrims one of them in the form of a reduction in the cost of Hajj, Hajj
operations and virtual accounts, it also provides a great opportunity for Islamic
banking to manage pilgrimage financials optimally, Thus, the funding contract for
prospective Hajj pilgrims legally does not yet have legal certainty
but sociologically it is considered fair and has great benefits for the Pilgrims. then
according to the authors, the implementation of the Hajj management contract relies
more on benefits but does not consider legal certainty.

Keywords: Sharia Economic Law, Contract, Hajj Fund Management
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